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Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 15 TAHUN 2001 

TENTANG 

RETRIBUSI LZIN PENYIMPANGAN WAKTU KER.JA DAN 
WAKTU ISTIRAMAT BAGI PERUSAHAAN 

DENGAN RRAHNAT TUMAN YANG MAHA ESA 

BUA,TT JEPARRA 

a. bahwa dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja dan 
kotertiban jar kerja, perlu diatue Perberia lzin Peryirpangan 
Waktu Kerja dan Waktu lstirahat Bagi Perusahaan; 

b. bahwa Pemberian lzin Ponyimpangan Waktu Kerja dan Waktu 
lstirahat bagi iztirahat merupakan kewenangan baru bagi 
Kabupaten Jepara, 

c, bahwa bordasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka untuk 
pelaksanaan Pemberian tzin Penyimpangan Waktu Kerja dan 
waktu istirahat bagi Perusahaan sorta ponarikan Retribusinya, 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

1 undang-Undang Nomor 13 Tatun 1950 tentang Pemtontuan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Ling#ungan Propinsi Jawa 
Tengah, 

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Perryataan 
Borlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 No, 12 Dari 
Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lomnbaran Negara 
atun 1951 Nomor 2) 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan- 
Ketentun Pok@ok Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 
1989 #Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912) 

4.undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tantang Pajak Daerah 
dan fRetribus Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Namor 41, 
Tambahan Lembaran Negara 3685) sebagaimana telah dibat 
degan Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Tabun 2000 Nam@r 248 Tambahan Lambaran Negara 
Nomr 4048); 

5. Undang-Undang Nomar 22 Tahun 1999 tentang Pererintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 00, Tambahar 
Lembaran Negara Nomor 3839), 

Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 15 TAHUN 2001 

TENTANG 

RETRIBUSI LZIN PENYIMPANGAN WAKTU KERJA DAN 
WAKTU ISTIRAMAT BAGI pERUSAHAAN 

DENGAN RAHNMAT TUHAN YANG AHA ESA 

BUPAT JEPARA 

a bahw dalam rngl penis"_""p nags ere dan 
etertiban jar ketja, prlu ditu erberia lain Peryitpangan 
Waktu Kerja dan Waktu listirahat Bagi Prusahaan; 

b. bahwa Pemberian lzin Penyirpagan Waltu Kerja den Waktu 
lstirahat bagi iirahat merupakan kewenangan baru bagi 
Kabu paten e.para 

c. balhwa bordasaran pertimbangan hurufa darn b, mala unbuk 
pelaksanaan Pemberian lzin Penirnpangan Walt Kerja dan 
waktu isirahat bagi Perusahaan $04ta pMarikan Ret ibu.sinya, 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Darah 

1 Lundang-Undang Nomer 13 fatun 1950 tentang Perbentucan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingunga Propinsi Jara 
Tengah, 

2. Undang-undang Nomor f Tahun 1951 tent ng Peryataen 
Barlakcunya Undang-undag Kerja Tahu 1948 N, 12 Dari 
Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lernbaran Negara 
ahun 1951 Nomor 2), 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahu 1969 tentang Ketetua- 
Ketentu Pok@oke Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 
1989 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Noror 2912 

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tartang Pajak Darah 
dan Retribusi Deerah (Lembaran Negara Tahu 1997 or 41, 
Tambahan Lembaran Negara 3885) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lember an 
Negara Tahun 2000 Name 246 Tamnbahan Lembaran Negara 
Nomr 4048 

5. Undang-Undang Nome 22 %tun 1999 tentang Pererintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Noner 60, Tambahar 
embaran Negara Nomor 3839; 
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6. Peraluran Porerinbah Nomot 4 Tahun 1951 tentang Perryalaan 
Berlakunya Peraturan Pemerintah 1948 N@mot T sebagairman 
diubah dengan Persturan Pemerintah Tahun 1950 Nomor 12 
dan Peraturan Pemerintah Tahun 1950 Nmor 13 Dani Republik 
Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lombaran Negara Tahun 
1951 Nomor 7 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Perlindungan Upah ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nmor 8 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3190), 

8. Peraturan Pererintah Nomor 25 tahun 20OO tantang 
Kewenangan Pemorintah dan Pererintah Propinsi Sebagai 
Daerah Otonom Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) 

9. Peraturan Pererintah Nomor 66 Tahu 201 tentang Retribusl 
Daorah (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
L.embaran Negara Nomor 4139) 

10.Keputursan Menteri Tenaga Kerja nomor Kep. 72/MEN/1984 
tentang Dasar Porhitungan Upah Lobur, 

11.kKaputusan Montori Tenaga Ker]a Nomor KE 6DBIMEN/1989 
tentang Pemberlan lzin Penyimpangan Waktu Ker]a dan Waktu 
stirahat Bagi Perusaahaar-perusahaan Yang Mempekerjakar 
Pekerja 9 Jar sehari dan 54 jam seminggu 

12.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Jepara Nomor 6 
Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipit Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat ll Jepara 

13.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2000 
tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah an Sekretariat DPRD 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeparea 

ME MUTUISKAN 

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG 
RETRIBUSI LIN PENYIPANGAN WAKTU KERNA DAN WAKTU 
STIRAHAT BAGI PERUSAHAAN 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalem Peraturan Derah ini yang diraksud dengan 
f Deerah adalah Daerah Kabupaten Jepara 
2. Bupati adalah Bupati Jepara, 
3 Perusahaan adalah setiap ursaha yang monialank.an setiap jeris 

usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, 
bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia untuk tujuan mernperoleh keuntungan dan atau laba, 

• 

6. Peealuran Pererinbah Nome 4 Tahun 1951 eclang Perryala 
Berlakunya Peraturan emerintah 1948 Nomot 7sebaga ran 
dliubah dengan Persturan Pererintah Tahun 1950 Namer 12 
dan Peraturan Pemerintah Tahun 1950 Nomor 13 Dani Republik 
Indonesia untuk geluruh Indonesia Lembaran Negara Tahu 
1951 Nomor 7), 

7. Peraturan Pererintah Nomor 8 Tahun 1981 tetang 
Perlindungan Upah ( Lembaran Negara Tahun 1981 Namer 8 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3190) 

8. Peraturan Pererintah Nomor 25 tahun 20OO ta0tang 
Kwenangan Pererintah dan Pererinth Propins Sebagai 
Daerah Otonom Lambaran Nagata Tahun 2000 Nornor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20O1 tentang fetribus 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 201 Noor 119, Tabaha 
.embaran Negara Nomor 4139) 

10.Keputuran Menteri Tenaga Kerja nomor Kep. 72/MEN/1984 
tentang Dasar erhitungan Upah Lembur; 

11.kKeputsan Mentor Tenaga Kerja Nomer EP 6DB/AMEN1989 
tentang Pemberian lzin Perimnpangan Waktu Kerja dan Waktu 
stirahat Bagi Perusaahaan-perusahaan Yang Mempekerjala 
Pekerja 9 Jam sehari dan 54 jam seringgu, 

12.Perturan perah Kabur"eh Tot epara Nemer_s 
Tahun 1990 tetang Pernyidike Pogarwai Neger Sipit Di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingiatll Jepara; 

13.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2000 
tentang ebentukan, Tugas polok, Fungsi da Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRRD 

Dengan Persetujuan Dewan Perwa.kila fRakyat Deerah Kabupaten Jepara 

ME MUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG 
RETRIBUSI LIN PENYIMPANGAN WAKTU KER.JA DAN WAKTU 
STIRAHAT BAGI PERUSAHAAN 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 

Dalam Peraturan Deerah iri yang dimakesud dengan 
f Deerah adalah Derah Kabupo ten Jepara, 
2. Bupati adalah Bupati Jepara, 
3 Perusahaan adalah setiap ursaha yang monialank.an jeris 

usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirilea 
bekerja serta berkedudukan dalam wile ya.h Negara Republik 
Indonesia untukc tujuan mer7per0leh keuntunga da ala lab%, 



p€hblM.n.p.ngdEn,
rga6a".h3\..&n,p€n.fu
kepernse umum dan msnjaea kddirn hoiunsan I

p€reBai ,€ne dtj.bnkan ot - FlGi! utur
mslibn ehm $al! hub{ioai kqja d6

b.rumr 13 (d.rap.n b.hs) bhun k€ ds ;
0 rsnJoa x4. ML& &'ah o r0 '

b.rumur di:6s 1. (sp3t bda3) raFan dan ruhno dad 13 (d.t.r
s. lrn Psyimpaiaqi wattu Ko,ja dan warftr htEhd,ing.ehniutrr

dis.bd rri P.nnmFne.n wah k€rj,
kspada Furhaan Fns m€mp€tcda|cn bn6e. k da .bih drr s
jan p.f h.rr *u .,.1iBm w mi'Esu

r0.R.nb6 r'in P.nviFpons wah! Ke'I. dan ward! rssEnan }!nq

penyimpanqai wrd! rGda d.n wkb rdiEhar i
ns er ,6,l disiisrct sxRo

kan b€smF lumkh r.Mbusi

Fne s.bnirbya d 3iqbr srRD

Ein tunympais.i watu Ksja dan watu

Keia keFda Peru$ham daram

P.iyrmpanoai w.ku &'Ja.

wajib R*rbus Dae6h adalah Peusahan y:ns ditrjib*an n6rakuran
EinPenylmPaie wakbKsia

4. eizlnan Tortontu adalah kegiatan tertentu Pererintah Daoral 
dalam rang#a pemberian izin kepada orang pribadi atau baden yang 
iraksudkan untuk pernbinaan, pengaturan, pengendallan dan 
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan umber 
daya alam, sarana atau fasilites tertentu guna melindungi 
kepentingan ururn dan menjaaga kelestarian ling#ungan, 

5. Pokerja adatah Tenaga Krja yang bekerja pada Peruahaan untuk 
mnenerima upah, 

6 pokerjaan adalah pekerjaan yang dijalankan oleh pekerja untuk 
majlkan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah, 

7 0rang Dewasa adalah orang lakilaki maupun perompuan yang 
berumur 18 (delapan bolas) tahun ke atas 

8. Tenaga Kerja Muda adalah orang ak-tali maupun perernpuan yang 
berumur diatas 14 (empat belas) tahun dan kurang dani 18 (delapan 
bolas) tabun 

9. lin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu lstirahat yang selanjutnya 
disobut lzin Penyimpangan Waktu Kerja adalah lzin yang diberikan 
opada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lobih daj 9 
jam per hari atau S4 jar per minggu 

10.Retribusi lzin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu /stirahan yang 
selanjutnya disbut Retribusi Daerah adalah Pembayaran alas 
pemborian lzin Kepaqa Perusahaan yang akan melakukan 
penyimpangan waktu kerja dan waktu istira hat 

11.Surat Ketotapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRRD 
adalah surat keputursan yang monentukan besarrya jurlat retribusi 
yang terhutang, 

12.Surat Tagihan FRetribusl Daerah yang selanjutnya disingkat $TD 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau $an1kl 
a01ministrasi berupa denda 

BAB 

NAMA OBYEK ,SUBYEK DAN WAJIB RE TRIBUSI DAERRAH 

Pasal 2 

Dengan nama fRetribusi lzin Penyimpangan Waktu Kerja da Waktu 
letirahat dipungut Retribusi Da@rah sebagai pembayaran atas 
Pemberian izin Panyimpangan Waktu Kerja kepada Perusahaan dalm 
Wilayah Daerah 

Pasal 3 

Obyek Retribusi adalah pemberian tin enyimpangan Waktu Kerja 

asal 4 

Subyek FRetribusi adaiah Perusahaan yang memperoleh lzin 
Penirpanga Waktu Kerja 

asal S 

Wajib Retribugi Daerah adatah Perusahaan yang diwajibkan mela.kukan 
pembyaran ates pelayanan pomberian lzin Penimpangan Waktu kKerje 

4. Periinan Tortontu adaah kegiata tertenu Pererinbah Daorah 
dalamn rang#a pemberian izin kepadd orang pribad ate bade yang 
diraksudka untuk per.binaan, pengaturan, pengendallan dan 
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, pen9gunaa $urn.bet 
daya alam, sarans atau fasilites tertentu guns melindungi 
kepentingan ururn dan menjaaga kelestarian lingkungan, 

5. Pokerja adalah Tenaga Kerja yang bekerja pads Perusahaan untuk 
mnenerime upa, 

6. pokerjaan adalah pekerjaan yang dijalankan oleh pekerja untuk 
majikan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah 

7rang Dewasa ada/ah orang lark-laki mnaupun perenpuan yang 
berumur 18 (delapan bolas) tabun ke atas; 

8. Tenaga Kerja Muda adalah orang laix-al raupun pererpuan yang 
berumur diats 14 (empat belas) tun dan kurang dai 18 (delapan 
bolas) tatun 

9. lin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu lstirahat yang seanjutya 
disobut lzin Penyirpagain Wakdu Kerja adalah lzin yang diberiken 
opada perusahaan yang mempekerjaka teraga kerja lebih d% g 
jam per hari atau S4 jar per minggu; 

10.Retribusi lzin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waltu lstirahan yang 
selanjutnya disbut Retribusi Daerah al.h Pembayaran at 
pemborian lain Kepaia Perusahaan yang aka oak u.an 
penyimpangan waktu kerja dan waktu istira.hat 

11.Surat Ketotapan Retribusi Daerah yang selanjutrya disingiat SKRD 
adalah Surat eputan yang mhentukan bear7ya jurlah retibori 
yang terhutang, 

12Surat Tagihan Retribus Daerah yang selanjuta dlsinglet ST#RD 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribursidan ata sank.Si 
administrasi berupa end.a 

NAMA OBYEK ,SUBYEK DAN WA.JIB RE TRIBUSI DAERAH 

Pasat 2 

Dengan nama fRetritusi lzin Penyimpanga Waktu Kerja den Waltu 
lstirahat dipungut fRetribus.i Daerah sebagai pembayaran atas 
Pemberian izin Peryirpangan Waktu Kerja kepade Perusahaan daan 
Wilayah Daerah 

Obyek Retribusi adalah pemberian zin Penyimpagan Waktu Kerja 

Subyek Fetribusi adaiah Perusahaan yang merperoleh lzin 
Permirpanga Waktu Kerja 

tajib Retribusr Daerah adalah Perusahaan yang diwajbk.an melakula 
pembayaran ateas pelayanan pemberian tin Peripangan Walt Ker]a 
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G0LONGAN RETRIBUSI 

Pasat 6 

Retribusi lzin Penyimpangan Waktu Kerja termasuk golongan retribusi 
perinan tertentu 

KETENTUAN DAN JANGKA WAKT'U BERLAKUNYA 
IN PENYIMPANGAN WAK TU KER.JA 

Pasat 7 

(1) Seti, Perusahan yang akan melakuken Fenyimnpangan Wakdu 
Kerja, wajib memperoleh izin torlabih dahulu dari Bupati 

(2) Tata car dan swarat-syarat peroberian lzin sebagaimana dirnaksud 
dalam ayat (1 diatur oleh Bupati 

Pasal 8 

perusahaan dilarang mempekerjakan tenaga kerja muda dan wan/ta 
hall diluar jam kerja 

Pas 9 

(Bagi Perusahaan pemegang ljin Penyimpangan Waktu Kerja wajib 
a. Memberi kesempatan kepada tenaga kera untuk mnakan dan 

nun 
b. Membrikan makanan dan minuma paling sedikit beralori 1440 
e. Memborian istirahat mingguan paling sedikit 2 (dua) kali datam 

s0bu/an 
d. Merbayar upah lembur sesuai dengan ketetuan yang berlak 

(b) setiap butan sotambat lambatnya pada tanggai 10 (sepuluh) butan 
berikautya pirpinan perusahaan wajib mom boric.an laporan ata.s 
pelaksanaan dan penggunaan ijin ini kepada Bupati 

(3)Lap0ran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat 
a. Hari dan tangal dilakukannye pekerjaan 
b. Jurlah tanaga kerja yang dipekerjakan 
c. Laman;awaktuorja yang dipergunakan 
d. Jurnian upah tembur yang diberikan 

Pasal 10 

ta Penyimpangan Waktu Kerja bertaku dan diberikan sosuai dengan 
kebutuhan selama-amanya1 (satu) tatun 

' • 

G0LONGAN RE TRIBUSI 

Pasat 6 

Retribusi Lin Penyimpangan Waktu Kerje termasuk goliongan retribusi 
peninan tertentu 

KETENTUAN DAN JANGKA WAKT'U BERLAKUNYA 
IN PENYIMANGAN WAK TU KER.AA 

(1) Setip Perusahaa yang aka elailula Ferryirnpanga Wed 
Kerja, wa[lib memperoleh izin terlebih dahulu dai Bueti 

(2"ta car dan syarat-syarat proberian Lin sebagairana diaksud 
dalam ayat ( diatur oleh Bupati 

Pasal 8 

Perusahaan dilarang merpeerjakan tenaga kerja muda dan wnit 
hall diluar jam kerja 

Pasal S 

(Bagi Perusahaan pemegang lin Penyimpangan Waktu Kerja wajib 
a Memberi kesempatan kepada teraga erja untuk aka da 

runun 
b. Memberikn rarkanan dan mirumen paling sedi.kit berkeloi 1400 
e Memberikan istirahat mingguan paling sedikit 2 (dua) kali dale 

$0bu/an 
d. Membayar upah lembur sesuai dengan ketetuan yang berlake 

(Z)setiap buian setambat lambatya pada tanggai 10 (sepuluh') bu 
berikautya pipinan perusahaan wajib membeni.an laporan 2tar 
pelaksanaan dan penggunaan ijin ini kepada Bupa 

Pasal 10 

ta Panyimpangan Waktu Kerja berlaku dan dibberika sesuai dangan 
kebutuhan selama-lamarya 1 (satu) tatun 
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BAB V 

CARRA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasat 1t 

Ting#at penggunaan jars.a diukur berdasaran jurlah tonage kerja dan 
jumlah penyimpangan waktu kerja 

PRIN'SIP DAN SASARAN DALAM PENE TAP'AN STRUK TUR DAN 
BE SARNYA TARIF 

Pasal 12 

(1) einsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tanif 
retribusl didasarkan pada tujuan untuk menutup sebaglan atau 
sama dengan biay peryelenggaraan perberian izin 

(2) Biaya sebagairana dimaksud datam ayat (f)meliputi kornponen 
biya pandafaran, administrasi ,operasional, pembinaan dan 
pehgawasan 

BESARNYA TAFRIF RE TRIEUSI DAERAH 

Besarnya tarit Retribusi Daerah ditentukan soles Re 100, per jar 
pertenaga orja 

BAB VII 

$4AT RE TRIEU'BI TERUTANG 

asal 4 

Retribusi terutang terjadl pad sot ditetapkan SKD at (doleumen lain 
yang dipersamakan 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 15 

Retribusi Daerah dipungut di wilaryah Daerah 

' BAB V 

CARRA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasat 11 

Tingiat penggunaan jars.a diukur berdosaroan jurlah terage kerja dan 
jumlah penyimpangan waktu kerja 

PRIN'SIP DAN SASARAN DALAM PENE TAPAN STRUK TUR DAN 
BE SANYA TARIE 

Pa6al 12 

(f) eiesip dan sasaran dalam penetapan gtruktur dar be ya tanif 
retribusl didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau 
sama dengan biaye peryelenggaraan pemberian izin 

(2) Biaya sebagaimane dimaksud dale ayat(1)reliputi krnponen 
biaya pendafaran, administrasi ,operasioral, pembin a darn 
pengawasat 

BESARNYA TARIF RE TRI8USI DAERAH 

Besarrya tarit Retribusi Daerah ditentuk.an sobers fR 100, per jar 
pertenaga orja 

SA4AT RE TRIBUSI TERUTANG 

as/ 14 

Petri.bus terutang terja pada sat dietapla SKDat dolurn«en lain 
yang dipersamakan 

WILAYAH PENUNGUTAN 

Retribusi Daemah dipungut di wilaryah Daerah 
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• 
BAB X 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Peal 16 

(1) Pungutan Retribusi Daemah tidak boloh diborongkan 

(2 Retritusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau 
dokumen lain yang dlpersamakan, 

TATA CAA PEMBAYARAN 

Pasal 17 

(1) Feebayaran retribusi yang tarhutang harus dillunasi sokaligus 
diruca. 

(2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat 
lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan 
menggunakan SKRD tu dokumen lain yang dipersamakan 

(3) Dalam hal pombayaran dilakukan di tompat lain yang ditun)uk, maka 
hasit penerimaan retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daer8h 
selambat-lambatnya 1 24 jam atau dalarm waktu yang ditentukan 
oleh Bupati 

SANKSI ADMINISTRASI 

asa 18 

Dalam hal wajib retribusi tidak membaryar tepat waktu atau kurang 
membayar, dlkenakan sanksi adrinsitrasi berupa denda sebesr 2 % 
(dua prosen) setiap bulan dani retribusi yang terhutang yang tidak atau 
kurang dibayar darn ditagih dengan menggunakan STRD 

BAB XII 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pesa! 18 

(1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang 
sejenis sebagdi arwal bindakan pelaksanaan peragihan retriburi 
dikeluarkan sagera setelah 7 (tujuh) hat sejak jatuh terpo 
perba yaran 

2) Dalam jangka waktu 7 (tu#uh) hari setelah tanggal surat teguran atau 
peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus 
melunasi retribusi terhutang 

3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sojenis 
sebagaimana dimaksud dalarm ayat ( dikeluarkan oleh Pejabat 
yang ditrjk 

• 
8AB X 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 16 

(1) Punguta Retribusi Daemah tidak boloh diborong#an 

(2 RRetribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKD atau 
dokumen lain yang dlpersamak.an, 

TATA CARA PEMBAYARAN 

(f) eaebayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sokaligus 
dirukca 

(2) Pembayare Retribusi Daerah dilakuka Ks Derah atau tempat 
lain $yang dtyu %i wa.ktu yang ditentukan degen 
menggunakan SKRD Btu dokumen lain yang dipersaaka 

(3) Dalam hal pombayaran dilakulean di tarn.pat lain yang diturnijuk, maka 
hasif penerimaan retribusi Daerah herus disetor ke Ka6 De8h 
selambat-lambatnya 1 24jam atau dalam wakt yang ditent.an 
olet Bupati 

SANKSI ADMINISTRASl 

Pasal 18 

Dalam hal wajib retribursi tidak membayar tepat waktu at kurang 
membayar, dlkenakan sanksi adrinsitrasi berupa denda subes 2% 
(dua prosen) setiap bulan darn retribusi yang terhutang yang tidak eta 
kurang dibayar darn ditagih dengan menggunakan STRD 

TATA CARA FENAGHAN 

Pesa 18 

(1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang 
sejenis sebagdi arwal bindaka pelasanaran peagian retriburi, 
dikeluarkan sagera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo 
perba yaran 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau 
peringatan atau surat lain yang sejenis, wa.jib retribusi harus 
metunas retribusi terhutang 

3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sojenis 
sebagaimana dimaksud dalarm ayat (1) dikeluaka oleh Pela.bat 
yang ditrjuk 
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Fasel 20 

Bentuk formulir yang ipergunakan untuk pelaksanaan penagihan 
Retribusi Daerah sebagaimana dirnaksud dalam pasal 19 ayat (1) aka 
ditetapkan oleh Bupati 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 
RETRIBUSI DAE RAH 

Pasal 21 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dat 
pembebasan Retribusi Darst 

2) Tatacara pomberian pengurangan, koringanan dan pembobasan 
retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diteta,pk.an oleh Bupati 

BAB XV 

KADALUWARSA 

Pasat 22 

() Penagihan fRetribusi Deer, kadaluwars setelah melampaui jangia 
waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat tertutangnya retribusl, 
ecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi 

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagairmana dimaksud dalam ayat 
(1)tertangguh apablla: 
a. Diterbitkan Surat Teguran, atau; 
b. Ada pengakuan hutang rotribusi dari wajib retribusi baik langsung mapun tidak largsung 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 23 

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakqukean ole.h 
nstansi yang dirtunjuk oleh Bupatl. 

+ 

Fasel 20 

Bantuk ormulir yang dipergunakan untuk pelaksanan penagiha 
Retribusi Derah sebagaimana dirnaksud dalamn pasal 13 ayat (1) aka 
ditetapkan oleh Bupeti 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBE BASAN 
mE TRIBUSI DAE RAH 

asal 21 

(1) upati dapat memberika pengurangan, kering nan da 
pembebasan Retribusi Daewsh 

(2) Tatscra pemnberian penguragain, keringaan da pemnbebsa 
retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetagk.an oleh Bupati. 

() Penagihan fRetibusi Deerah, kadaluwars setel.h melamp@ui jangle 
waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak sat terhutangoya retribusi, 
ecuali apabila wajib retribusi melalukan tindak pidana di bidang retribusi 

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagairana dialsud dala aryat 
(1)tertangguh apablls: 
a. Diterbitkan Surat Teguran, at; 
b. Ada pengakuan hutang retribusi dari waijb retribusi beik langsung 

maupun tidak lagsung 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

Pelaksaaan dan Pengawsan Peraturan Darah ini dilekule o.le.h 
nstansi yang dirtunjuk oleh Bupet. 
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BAB XVII 

KE TENT LAN PIDANA 

Pasl 24 

() Wajb Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban 
ehingga morugian kouangan Daorah diancam pidana kurungar 
paling lama 6 (0nan) bulan atau dende paling banyak 4 (empt) kll 
Jumlah Retribusi Daerah yang terhutang 

(2) Tindak pidana sebagaimana dialsud dalam ayat (1) adalah 
pelanggaran 

Pasal 25 

(1) Pojabat Pegawai Negeri Sipill tertentu di lingkungan Pemerintah 
Daerah diberi wewenang khusus sebagar penyidik untuk melakuken 
penyidikan tindak pidana di bidang PRetribusi Daerah 

(2) Wewenang penyidik sebagairana dimaksud dalam ayat (1) adalat 

a. Menerima, mencani, mengurpulk.an, dan meneliti eterangan 
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribugi 
agar keterangan aa laporan tersebut ronjachi iebih lengkap 
dan jelas; 

b, Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yan 
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi 

c. Merinta keterangan dan bahan bukt dari orang pribadl atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi 

d. tMareriksa bukau-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana bidang retribust; 

¢. AMelakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktf 
pombuktan, pencatatan, dan doluren-dokumen lain serta 
melakukan peryitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f Merinte bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
peryidikan tindak pidana di bidang retribusi; 

g. enyuruh berhenli dan atau felarang es00rang meninggaan 
ruangan atau tempat pade saat pemeriksaan sodang 
berlangsung dan mereriksa identitas orang dan atau dokumen 
yang dibawa sebagaimana dimaksud hurut (e) tersebut di atas, 

h. Memnotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
retribusi; 

(1) Wajib PRetribusi Daerah yang tidak melak aaloan kewwajbar 
sohingga morugian kouangan Daerah iancam pidana lurung 
paling lama 6 (enan) bulan ate dende paling baryak 4 (empties.if 
[umlah Retribusi Daerah yang terhutang. 

(2) Tidal pidana sebagaimana dimalcsud dala aryat (1) adalah 
pelang9aran 

Paal 25 

(1) Pojabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pererintah 
Daerah diber wewenang khusus sebaga peniik untuk 0eala 
ponyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah 

2) Wewrang penyidik sebagairana dimaksud dalam aryat(1)dalah; 

a Meneria, menani, mengurpu.an, dan reneliti ieteanga 
atau laporan berkenaan dengan tindak pidang di bidang retribusi 
agar keterangan aa laporan terebut menjaii lebih lenglap 
dan jelas; 

b. Meneliti, mencari dan mengumpulloan keterangan mengenal 
orang pribadi atau badan ten.tang kebenaran perbatan yang 
dilakuka sehubungan dengan tindak pidaa retribursi; 

c. Merinta keterangan dan bahan pukt dai orang pribadl at 
badan gsehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusir 

d. Mareriksas buku-buku, catatan-catatan, dan dolurer l% 
berknaan denga tindak pidana bidang retribust 

e. Melakukan penggeledatan untuk mendapetka bahan buki 
pembukta, pencatatan, da doluendokeunen lain $er 
melakukan peryitaan terhadap bahan buki tars.abut 

f Merinta bantuan tenaga ahli dala rangka 
peryidikan tindak pidana di biday retribusi, 

tugas 

g. lenyuruh berhenli dan ata felarang s0rang meninggala 
ruangan atau tempat pade saat pemerikt a sodag 
bertangs/ngdan momeriks.a identtas orang dan atau dokuren 
yang dibewa sebagairana dimaksud hurt (e) tars»but di ates 

h. Memnotret seseorang yang berkaitan dengan tidak pidana 
retribusi: ' 
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I i. Mernaggil orang untuk didongar keterangannye den diperil.a 
gebagai tersangka atau saksi; 

j Menghontikan penyidian 

t. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran panyidian 
tindak pidana di bidang retribusi monurut hukum yang dapat 
dipertanggungiawabkan 

(3) Peryidik sebagaimana dirmaksud dalam yat (1) memberitahukan 
dimulalnya peryidikan dan merryampaikn hasill pen idikan epadd 
penutut umur sersuai dengan Lndang-Unlang Norat 8 Tahun 
1981 tentang Huk@um Acar data 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenal pelaksanaawya ala diatur lebih lajut oleh Bupati 

Pasal 27 

Peraturan Daorah iri mull bertaku pada tanggal diundangan 

Agar setiap orang dpat mengetahuinrya, mererintahkan Pengundangan 
Peraturan Darah ini dongan ponempatanmya datam Lombaran Daerah 

Ditetapkan di J@para 
pada tanggaf 20 Nopember 2001 

BUPATT JEPARA 

[pi=a«oz 
Diundangka di Jepara 
pada tangga 20 Npember 2001 

Dr. HENDRO MAR TO.IO 
Pembina Utama Muda 

NIP 010072015 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2001 NOMORR 13 

I i. Mernaggil orang untuk didengar keterangennye den diperils 
sebagai tersangka atau saksi; 

j Menghontikan penyidikan 

Melakukan tirlala lain yang pertu untuk kelacaran penyidi.an 
tindak pidana di bidang retribusi menurut hulum yang 0dapa 

(3) Peryilik sebagaimane irraksud dalam aryat (1) memberitahuan 
dimulenya peyiikan des merryapall has.ll pernidian kepad4 
penuntut umurn sersuai dengan Lindang-Lhndang Nornor 8 Tahu 
1981 tentang Hukum Acar data 

KETENTUAN PENUTUP 

Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjan 
mengenal pelaksanaavya al diatur lebih lajut oleh Bupai 

pitetaplan di Jpaa 
pada tanggal 20 Nopember 2001 

BUPATT JEPARA 

[Pi«we£ 
Diudangle di Jepara 
pada tanggal 20 Nopember 200t 

Dr. HENDRO ARTO.JO 
Pembina Uama Muda 

NIP 010072015 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2001 NOMORR 13 
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PERATURAN DAERAM KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 15 TAHUN 2001 

RETRIBUSI IZIN PENYIMPANGAN WAKTU KER,A 
DAN WAK TU IS TIRAHAT BAGI PERUSAHAAN 

PENJELASAN UMUM 

Dalarn tang.a omenuhi perminlaan korumen, sing kali suatu 
perusahaan melakukan Penwirn pagan wa.ktu kerja dari ketontuan jam kerja yang 
borlaku yaltu maksimal S jam setiap hari atau 4 jam setiap minggu. Sebingga 
sering kall perusahaan melakukan praktek ekploitasi terhadap tenaga kerja. 

Dalamn rangka me#indungi terjadinye ekploitasi terhadap pekerja serta 
melindungi hak-hake para pekerja tersebut maka setiap perusahaan yang akan 
melakukan penyimpangan waktu kerje terlebih dahulu harus mendapat izin dart 
Bupati 

Pemberian lzin Peripangan waktu kerja dan waktu istira hat erupakan 
kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten maupun Kota 

Dalam rangka pemberian tin Penyimpangan Waktu Kerja dan waktu 
istirahat di Kabupaten Jepara, sorta dalam penarikan retribusinya perlu dlatur dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

agal 1 angla 1std 
angka 6 cukup jelas 

AngkaT 

asalt angka 8 s/d 
angka 12 

Pasal 2sid pasal 15 

Pasal 16 ayat (1) 

Termasuk orang dewasa adalah orang lakilaki maupun 
prompua yang sudah menikah walaupun usiany% 
dibawah 18 taun 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

yang diraksud fidak dapal diborongkan adalah bahwa 
seluruh proses kegiatan pungutan Retribusl daorah 
tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun 
dimungkinkan adarrya kerja sama dengan pihak ketiga 
dalam proses perungutan retribusi antar lain 
pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada 
wajib retribusi, atau monghimpun data ek retribusi 
dan Subyek retribus 

PERATURAN DAEAM KABUPATEN JEPAPA 
NOOR 15 TAHUN 200T 

TENTANG 

RETRIBUSI ZIN PENYIMPANGAN WAKTU KER,A 
DAN WAK TU IS TIRAHAT BAGI PERUSAHAAN 

PENJELASAN UMUM 

Dalarmn tangk mermenuhi per mint n konuaren, ring la satu 
perusahaan melakukan Peryirnpangan wa.ktu kerja dari ketentuan jam kerje yag 
borlaku yaltu maksimal S jam setiap hart atau S4 jam setiap minggu. Sehinga 
sering kall perusahan melaktukan praktek ekploitgi trhadap tenaga kerja 

Dalamn rangka melirdungi terjadiya ekploitarsi terhadap pekerja serta 
melindungi hak-hake para pekerja tersebut aka setiap perusahaan yang lean 
melakukan penyimpangan waktu kerja terlebih dahulu harus mendapat izin dart 
Bupati 

Pemberian lzin Perimpangan wakuerja dan waktuisira hat mrupala 
kewenangan bagi Pererintah Kabupaten maupurn Kat 

Dalam rangka pemberian in Penyimpangan Waktu Kerja dan waktu 
istra hat di Kabupaten Jepara, set ta ala penari.an retribursirya perl daturda 
ditetapkan dengan Peraturan Derah 

• PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pagal 1angla 1std 
angka 6 

asalt angka 8 std 
angka 12 

Pasal 2sid pasal 15 

Pasal 16 ayat (1) 

Termasuk orang dewasa adalah orang laid al maupun 
prempuan yang sudah menikh walaupurn tiara 
di.bawah 18 tahun 

Cukup jelas 

yang irraksud bidak dapal diborong.an adalah bhwa 
seluruh proses kegiatan pungutan fRetritursi drah 
tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, narun 
dimungkinkan adarrya kerja same dengan pihake ketiga 
dalam proses perungutan retribusi antara lain 
pencetaan forrnulir, pengiriran $u.rat-Sur'at kepada 
wajib retribusi, atau menghim pun data Obek retribusi 
dan Subek retribusi. 
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